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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkal Daerah (Renja-
SKFPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kena Perangkat Dasrah untuk
penode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Renja Inspektorat Kabupaten Berau mempunyal arti yang strategis dalam
mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tahunan
pemenntahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut

1. Renja SKFPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari

visi. misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diletapkan dalam
Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluas) pelaksanaan
program [ kegiatan Instansi untuk mengetahu sejauh mana capaian Kinerja
yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud darn kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini merupakan pencapaian
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis
{Renstra)

Penyusunan rencana kerja SKPD tetap harus berkesinambungan dengan
Renstra dalam penyusunan rencana kera baik dalam program maupun
kegiatan-kegialan yang ada dalam program lersebut Renstra harus menjadi
acuan dalam menyusun rencana kerja.
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Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka
sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus
mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagamana terfuang dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daersh, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dasrah Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemenntah
Daerah 2021-2026, antara lain
1. Disusun berdasarkan evalugsi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan

mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program proritas sebagaimana
tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan
kegiatan yang disepakah oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum
Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasi
{outcoma), indikator kinena keluaran (output) dan  dilengkapi dengan
pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Parangkat

Caerah adalah sebagimana tercantum dalam Gambar 1.1 sebagai berikut
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Penetapan visi yang tepat akan mampu menjadi akselerator kegiatan
Inspekiorat dan untuk menunjukkan bagaimana para stakeholder melihat, menilai
atau membenkan predikat terhadap Inspekiorat Kabupaten Berau Inspektorat
sebagal bagian dar Pemenntah Kabupaten Berau merujuk dalam Laporan Awal
Hencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau
Tahun 2021 - 2026, sesuai dengan permasalahan isu — isu strategis, gambaran
umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka arahan
visi Kabupaten Berau untuk periode 2021 - 2026 adalah
"MEWUJUDKAN BERAU MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN SUMBER DAYA

MANUSIA YANG HANDAL UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN",
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Dan Misi ke 4 (empat) Yaitu |

“MENINGKAT KAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA,
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL"

Berdasarkan Visi dan Misi ke 4 (empat) kabupaten tersebut, maka Inspeklorat
Kabupaten Berau menetapkan lujuan sebagai benkut :

“MENINGKATKAN INTENSITAS DAN EFEKTIFITAS PENGAWASAN
INTERNAL"

Untuk mencapai sasaran Inspektorat Kabupaten Berau tersebut dipandang perlu

menetapkan yang harus dilaksanakan ocleh seluruh jajaran Inspekiorat Kabupaten

Berau yaitu sebagai berkut

1. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan

Urusan Pemerintahan Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan
Pemernintahan Kampung dan Pelaksanaan Urusan Pemenntahan Kampung:
Migi i dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspektorat harus
senantiasa mengedepankan konsep adil sebagal landasan etk dalam
menyelenggarakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemernntahan
Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Kampung dan Pelaksanaan Urusan Pemerntahan Kampung. Pemerintah
didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih,
berwibawa, transparan, dan akuntabel zetiap layanan kepada masyarakat.
Meningkatkan Kualitas Pengawasan dalam Pengambilan Kebjakan;

Misi ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya |nspektorat dapat
memberikan jaminan kualitas pengawasan dalam pengambilan kebijakan, dan
meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi tantangan perubahan
dimasa yang akan datang.

Mendorong Terwujudnya Aparatur yang Bersih dan Handal,

Misi ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspekiorat dapat
meningkatkan kualitas Aparatur sehingga program / kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pemenntahan kampung dilakukan pembinaan dan

pengawasan oleh aparatur yang bersih dan handal.

4 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengawasan




e e |

B inspeitoent Kabupaten Bermu (REAUA Z021]
;- & _

Misi ini dimaksudkan dalam menjalankan fungsinya Inspekiorat dapat
memberikan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa,
transparan, dan akuntabel di pandang periu meningkatkan Sarana dan
Prasarana Penunjang Pengawasan, dalam mempertahankan dan
meningkatkan kemampuan pengawasan
Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Inspektorat Kabupaten Berau
menyusun Rencana Kera Tahun 2023. Selanjutnya, Renja yang telah tercantum
dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja
dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD}
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kerja Inspekiorat Kabupaten Berau mengacu
dan berpedoman pada sejumlah peraturan, yaitu:
| a. Undang-undang Nomaor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
| Bersih dan Bebas dar Korupsl, Kolusi dan Nepotisme {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1838 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Hepublik Indonesia Nomaor 3851);
b. Undang-undang Nomaor 17 Tahun 2003 fentang Keuangan Negara (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
¢ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
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Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

& Undang-undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004
Nomeor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

f Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik




fg’: ten Pavae (RENMA

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4438);

g. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112},

h. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5485);

i.  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntah Daerah {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Momor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Momor 2 Tehun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2016 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

j. Peraturan Pemerintah Nomaor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang NMomor & Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah yang
kedua dengan Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Momor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

|. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);

m. Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah,

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri dalam Megen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan
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Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah,

Peraturan Menteri Dalam MNegen Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Femenntah
Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Momor 1 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD} Kabupaten Berau Tahun
2021-2026,

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036;

. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Berau;

Peraturan Bupati Berau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Berau.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan penyusunan Renja Inspekiorat Tahun 2023 adalah
menatapkan dokumen perencansan yang memuat kebijakan, program, dan
kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan menggambarkan capaian kinerja
yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Anggaran Perangkat Daerah serta sebagal wadah sinkronisasi terhadap
program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun
2023, Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kinerja ini adalah
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Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspekioral Kabupaten Berau dalam
menentukan prioritas program /kegiatan /sub  kegiatan tahunan yang
berdasarkan APBD / APBN,

Sebagai standar baku penjabaran ftupoksi Inspekioral, sehingga dapat
dipahami cleh semua pihak yang berkepentingan;

Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinera
tahunan organisasi,

Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat dalam melakukan fungsi-
fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat;
Agar Inspektorat mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi unit-unit kena
Pemerintah Kabupaten Berau dalam mewujudkan pemerintahan yang baik,
bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurul prinsip-prinsip
Good Governance dan Clean Government

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Berau Tahun

2023 adalah sebagal bernkut:
BAB | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1, Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra
Inspektorat Kabupaten Berau

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

2.3, Isu-lsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB Il TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Masional dan Provinsi
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3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP
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BAB Il
TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 48
Tahun 2021 tentang Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah Tahun 2022 Kebijakan pembinaan dan
pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam
pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang
ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efeklif dan
efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun uraian kegiatan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut:

FOKUS SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH

TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pangawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspekiorat

Daerah, dengan fokus:

1 Pemerksaan Kinerja terhadap program/ kegiatan/ sub kegiatan yang tercantum
dalam rencana pambangunan jangka menangah dan / atau rencana kerna
pemerintah daerah tahun 2023 dengan sasaran program/ kegiatan/ sub
kegiatan yang memiliki risiko tinggi

2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:

a Pemeriksaan investigatf dengan sasaran penanganan pengaduan
masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tidak sesuai
regulasi;

b Penjatuhan sanksi administratif kepada bupati/ walikota, dan DPRD oleh
inspektorat provingi selaku perangkat gubemur sebagai wakil pemerintah
pusat sesuai dengan kewenangannya; dan

¢. penghitungan kerugian keuangan negara / daerah dengan sasaran kasus
kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk
dilakukan perhitungan kerugian kerugian negaral daerah,

"
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3. Pengawasan yang bersifat mandatori / harus dilakukan oleh inspektorat daerah,
meliputi:

a. Kinerja Rutin Pengawasan

1}

2)

reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD dan
rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran
menjaga konsistens| rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)
dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD
telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daersh
tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk
perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan
dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi
dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah
serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

3} reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan

keyakinan secara terbatas bahwa tidak sda modifikasi material yang
dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntarsi
pemenntahan;

4) reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara

terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang
andal akurat dan berkualitas,

5) Reviu laporan penyelenggarasan pemerintahan daerah (LPPD) dengan

sasaran memberikan keyakinan mengenal akurasi, keandalan, dan
keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;

B) Pemenksaan atas penagihan penermaan negara bukan pajak dengan

sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan
aptimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;

T8



7) Reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan
pemerintah daerah dalam penyaluran DAK fisik telah memenuhi
persyaratan dokumen;

B) Evaluasi Sistemn Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran
menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalan Internal
Pemaerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;

8) Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran
memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan
pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perancangaan,dan

10)Monitoring dan  evaluasi tindak lamut hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemenksaan aparat
pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan
pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

11)Meningkatkan kerjasama internal sehingga sasaran yang ingin dicapai
terpenuhi secara optimal.

. Pengawasan Prioritas Nasional

1) tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemernniah dan
aparat penegak hukum dalam penanganan laporan pengaduan
masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakimkan
penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsl telah
mengacu pada perjanjlan kerasama Kementrian Dalam Negen,
Kejaksaan Kepolisian Megara Republik Indonesia,

2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan
pelayanan publik dimasing-masing pemerintah daerah telah bersih dari
pungutan liar;

3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender
(responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan
penganggaran daerah telah memperhatikan gender;

4) dana desa
a) daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan

sasaran meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah
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menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa
. dan
b) daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksasan dana desa dengan
sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa
mulai dan penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
5) bantuan operasional sekolah (BOS),
a) Inspekiorat daerah provinsi, dengan sasaran
(1) meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan
telah mengelola dana BOS mulail dan penyaluran, penggunaan dan
pertanggungjawaban telah sesual dengan ketentuan perundang-
undangan;dan
{2) mayakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan
tugasnya dalam pembinaan dan pangawasan dana BOS
b) inspektorat daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan
operasional sekoclah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah
teiah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan
pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan
4. Pengawalan Reformasi Birokrasi
a. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran
meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan
ketentuan perundang-undangan
b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan
kepada perangkat daerah dalam membangunan sub area penguatan
pengawasan, melipuli;
1) sistem pengendalian intern pemenntah;
2} kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
3) werifikasl laporan harta kekayaan penyelenggara negarafiaporan harta
kekayaan aparatur sipil negara;
4) peniaian internal zona integritas,
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5) penanganan benturan kepentingan;
6) penanganan laporan pengaduan (whistle blower sysfem), dan
5. Penegakan integritas
a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan
kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara mamadai,
dan
b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi

pancegahan korupsi dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan
oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas
PK
&. peningkatan kapabilitas aparat pengawas interm pemenntah

8. penerapan manajemen risiko,

b. perencanaan pengawasan berbasis risiko;

c. audit kinerja

d. audit investigasi.

e. pemenksaan DAK fisik;

f pendidikan benenjang jabatan fungsional P2ZUPD dan auditor; dan

g. pendidikan sertifikasi dibidang pengawasan lainnya.

Telahaan, Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama
ima tahun peiaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpiih. Visi menjadi
penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek
pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen
masyarakat Kabupaten Berau baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun
swasla

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen pearencanaan
pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan
pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi. Tujuan dan Sasaran yang
telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, Inspekiorat
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sebagal bagian dan Pemenntah Kabupaten Berau merujuk setiap gerak langkah
dalam Rencana Strategisnya kepada visi Kabupaten Berau yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau
tahun 2021-2016. Visi Kabupaten Berau untuk tahun 2021 — 2026 adalah :

‘MEWUJUDKAN BERAU MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN SUMBER
DAYA MANUSIA YANG HANDAL UNTUK TRANSFORMAS]I EKONOMI
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA
BERKELANJUTAN"

Lintuk mewujudkan visi nya, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi
pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan
bearbudi luhur,

2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber

daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan
perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwsata dan
kearifan lokal.

4 Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan

berwawasan lingkungan.

4 Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan

akuntabel.

Tujuan dan Sasaran Renja

Sebagal salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan
sasaran ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan rmisi sebagai
gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan dan
sasaran merupakan impact dar segenap operasicnalisasi kebijakan melalui
program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. /mpact tersebut harus
memberi ultimate goal dan keseluruhan kinarja.

Adapun tujuan dan sasaran sirategis Inspekiorat Kabupaten Berau untuk
pariode 2021-2026 adalah sebagai berikut .
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“Meningkatkan Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal”

Dengan 2 (dua) sasaran yaitu -

1. Meningkatnya Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal
2. Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas
Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, bersih dan balk pada
jajaran pemerintah Kabupaten Berau merupakan tujuan, dari misi inspektorat
Menyelenggarakan pengawasan ferhadap pelaksanaan urusan pemenntah
daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung
dan pelaksanaan urusan pemerintahan kampung, serta meningkatkan kualitas
pengawasan dalam pengambilan kebjjakan, sebagal upaya sasaran
Meningkatkan Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Intamal.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik pada jgjaran
pemerintah Kabupaten Berau merupakan tujuan, dan misi inspektorat dalam
Mendorong terwujudnya aparatur yang bersih dan handal serta Meningkatkan
sumber daya pengawasan baik itu sumber daya manusia, anggaran mapupun
sarana dan prasarana penunjang pengawasan. Sebagai upaya sasaran
Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas. Sistematika dalam
Tabel 3.1 sebagai berikut ;

Tabel 3.1
Target Sasaran Untuk Lima Tahun Kedepan Inspekioral Kabupaten Berau

WISl:  "MEWLWUDKAN BERAL MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN SUMEBER DAYA MANLUSIA
YANG HANDAL UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI DALAM PENGELOLAAN SUMBER

DAYA ALAM SECARA BERKELANIUTAN

| AR .'""Eti:::'. | i
=L et T e

1 M.:ru-rgh.a&an "rf.l:nmgh.a.m}-:l HiF HIF His | B Ha'h HEY, 'I”li'"--1
Inbensinas an Intensitas dan
| Edektfitas Eicksifites
I F"u'tgp:l':lun 1"ur|p_:'ﬂ-'.u:|r|
| Internal Inrernal
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3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak
dicapai, maka ditentukan indikator kinena pada program/kegiatan yang
mendukungnya. Indikator kinena programfkegiatan dimaksud harus spesifik dan
jelas untuk menghindan teradinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan,
dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek —
aspek yang relevan Sehingga ditentukan indikator kinernja program/kegiatan
Inspektorat Kab.Berau berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran sebagai berikut.

Tabel 3 2
Sasaran 1 : Meningkatnya Intensitas dan Efektifitas Pengawasan Internal

Program/ Kegiatan | Sub.Kegiatan Indikator E‘F:‘r]::t! Ket
1 2 3 4
Program Penyelengaraan Presentase Pemeriksaan dengan B0%
Pengawasan Temuan yang ditindaklanjuti
Penyelenggaraan Pengawasan Presentase Penyelenggaraan 80%
Internal Pengawasan Internal
Pangawasan Kinerja Pamerintah Jumniah Pengawasan Kinerja aL
Diaarah Pemerntah Daerah S
Reviu Laporan Knerja Jumlah Laporan Reviu Kinerja 4 Laporan
Rewviu Laporan Keuangan Jumiah Leporan Reviu Keuangan 4 Laporan
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Jumiah Laporan Hasil Pengawasan

Pengawasan Dasa Dasa/Kampung yang ditangani 4 Laporan
Kenasama Pengawasan Intermal Jumiah Kegiatan Kerjasama 2 Kagiatan
Moniioring dan Evaluasd Tindak Lanjul
Hasil Pemeriksaan BFK RI dan Tindak
Lanjut Hasi| Jumiah temuan yang ditindak |anjuti | 4 Laporan
Pemearisaan APIP

Persentase Penyvelenggaraan
Penyelenggaraan Pengawasan Pengawasan Dengan Tujuan A0,
Dangan Tujuan Tertentu Tertent
Pananganan Penyelasaian Kerugian Jumiah Penanganan Parmelasaian P —
Daerah Kerugian Daerah pa
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu humish Laporan Hesll Pengawessn 25 Kasus

Dengan Tujuan tertentu

Sasaran 2 : Meningkatkan Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas

Tabel 3.3

Satuan /

Program/ Kegiatan /| Sub.Kegiatan Indikator Targat Ket
1 2 3
PROGRAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN P""“"'I“ Fancaneshgt S BO%
ASISTENSI R
Parumusan Keobijakan Teknis
FPersentase Pengawasan
dibidang pengawsasan dan Fazilitasi B0%
P it dengan Tujuan Tertentu
Perumusan Kebjakan Teknis dibidang Jumilah Perumusan Kebiakan . -
pengawasan Teknis di Bidang Pengawasan Kegiatan
Fresentase Pendampingan dan
Pendampingan dan Asistensl Astatansi B0
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Pandampingan dan Asstensi Urusan

Jumilah Perdampingan dan

Agigtensi Urusan Pemerintan B0 Crbrik
Pemeriniahan Dasarah Dasrsh
. : . . Jumiah Pandampingan, Asistens, 18
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan : ; ;
Panilzian Refarmasi Birokrasi g:;'f:: dan Penilsian Reformasi Pg::g:‘
Koordinasi monitoring,evaluasi sera i‘::}t‘:ﬂmmlm::m‘:m ol
:&rrm:alm pancagahan pemberantasan oo har dan pemberantasan 12 Bulan
OTUDS m":;sgl!
Jumlah pendampingan Asistans
Pendampingan, Asistens] dan verificasi
. dan verifikasi penegakan 1 Tahiin
penegakan Integriias Integritas
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN | Prosentase Unit Kerja internal 100%
I KOTA yang terlayani dengan
Presentase Perencanaan
Parencanaan, Penganggaran,dan
Penganggaran, dan Evaluasi 100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Pe kat Dasrat
Penyusunan Dokumen Perangkal Tersusunnya Dokumen
Daerah Ferencanaan Perangkal Daerah A Dalaamen
Koordinas: dan Panyusunan Laporan
LD Jumlah Laporan Capaian Kinerja
ﬁiﬁ}:ﬁ;ﬁd“ dan Ikhiisr Realisasi dan Realisasi SKPD 5 Dokumen
: Jumiah Dokumen Eval K
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pmn wal DaarTh VEUAEIRINATA | 4 Dokumen
Adminisirasi Keuangan Perangkat Presentase Administras| 100%
Daerah Keuangan Perangkat Daerah
i Jumikah P igan Geji dan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tunmgﬂﬁnﬁygﬂ . 12 Bulan
. e ; Jumkah Penyediaan Administrasi
_I:ang:iﬁsar:\ Administrasi Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas ASN dan 19 Bulan
ug Angka Kredit
Palaksanaan Penatausahaan dan Jumish Tenaga Administrasi 12 Bulan
PengujlanMerilikas] Keuangan SKPD Keuangan
Administrasi kepegawaian Perangkat | Presentase Administrasi 100%
Daerah kepegawalan Perangkat Dagrah
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Pangadaan Pakaian Dinas Basaria

Jumiah Pakaian Dirnas Haran |

Afribut Kelengkapannya PDH ) ooy
Jumiah paserta pandsdikan dan
Pandidikan dan palalihan Pegawai
Berdasarkan tugas dan Fungs IR it | Mo
Administrasi Umum Perangkat Presentase Administrasi Umum 100%
Daerah Perangkat Daerah
Panyediaan Komponen nstalasi .
Lisirik/Penarangan Bangunan Kanior Jumiah Jenis Peralatan Lisirik 10 Janiz
Jumlah Peralatan Kerja dan
Panvediaan Peralatan dan '
Perangkapan Kantor ¥a 20 Janis
Parlengkapan Kantor disamanm ng
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Pearalalan Rumah Tangga B Jenis
Paryediaan Bahan Logistik Kantor ﬂﬂ:ﬂm o bt 35 Kal
Panyediaan Barang Cetakan dan : ;
P andaan Jumlah Dokumen Yang Dicetak & Jenis
Peryediaan Bahan Bacaan dan e &00
Peraluran Perundang-undangan Jumlah Bacaan Yang Disediakan Eksamplar
Penyelenggarsan Rapal Koordingsi dan | Jumlah Perjalenan LuanDalam 1 Tahun
Konsultasi SKPD Daerah dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Fresentase Pengadaan Barang
Penunjang Urusan Pemerintah Milik Daerah Penunjang Urusan 100%
Daerah Pemerintah Daerah
Jumlah Kenderaan
Pengadaan Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Fﬂu;ﬁpﬂrulmm Foda4 1k
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan 4 Unit
Operasonal atau lapangan Dinas/Operasional Roda 2 (dua) :
Panyediaan Jasa Penunjang Urusan mp ] lmr yadisan Jase 100%
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah




s Jumiah Sural-Menywral yang
Penyediaan Jasa Sural Menyural Bermotarai-dan Jatia Kinm 240 lemibar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Jasa Komunikasi Sumber 12 Bulan
Daya Alr dan Listrik Daya Air dan Listrik
Paryadizan Jasa Palayanan Umum Jumiah Tenaga g
Kantor AdministrasiTeknis Perkartoran orang
Pemeliharaan Barang Milik Dasrah Prasentase Pemeliharaan
Penunjang Urusan Pemerintahan Barang Milik Daerah Penunjang 100%
Daerah Urusan Pemerintahan Dasrah
Panyedisan Jasa Pemaliharaan, Biaya ;
Pemelinaraan, Pajak. dan Perizinan ﬁgﬁhﬁaﬁ?ﬂ&ﬂr&t@ 34 Unit
Kendaraan Dinas Oparasional atau KIR da I'.'Im 1 BEM g
Lapangan n apa
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumiah Pemelinaraan Pesalatan & laria
Lamrya dan Mesin Lainnya
Jurmiah Pemsliharaan'Rehabiltasi
Pamalharaan/Rehabilitasi Gedung :
Karntor dan Bangunan Lainnya -E;;dunp Kantor dan Bangunan 1 Kali
innya
Pemalharaan/Rehabilitas: Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau J:mta;-: Lulma: Bunngman Kantor 1438 M2
Bangunan Lainnya ¥ang dipa

Selanjutnya, program dan kegiatan — kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka
pendanaan sebagaimana tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Tahun 2022 dan Prekiraan Maju Tahun 2023 sebagai berikut



Tabel 3.4

KERTAS KERJA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN 2023

SEBAGAI BAHAN RANCANGAN MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TA 2023
SERAGAI LAMPIRAN RKPD 2023

LINGKUP OPD - INSPEKTORAT

6.01.0.00.0.00.01.0000 Iinspektorat

Prakiraan Maju Rencana Tahun '

Urusan/ Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2024
| En‘j‘:-:llil.i Indikator il i | 1 T | Peranghkat
Program/ Daerah
e e ::;Bm Kegiatan/ Sub Sumb | Penanggu
s Kegiatan  Target | Pagu Indikatif | Lokasi er | Target Pagu Indikatif ng Jawab |
Kegiatan Dana
6] | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN ' . i
' T |
B D01 | INSPEKTORAT DAERAH Rp28.328.707.24 | Rp36.824.718.551 ‘

7
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PROGRAM Dauf i
PENHUNJAN | Presantase Dana
G URUSAN | Unit Kerja Tensin
6 01 0 PEMERINTA | Internal yang 100% | Rp17.967.967.37 o 100°% Rp23,358.357.588
H DAERAH | terlayani 5
KABUPATE @ dengan baik u"m""
N/KOTA
Presentase
FT"“ Perencanaan DLy
:"mw Penganggara Dana
6l o1 | o1 |20 Evaluasi | ™ 9an 100% | RpdS5.264.100 | 12mung | Trans | 450, Rp591.843.330
1 Evaluasi Redeb fer
Kinerja Ki
- nerja Umu
B “Bkl Parangkat m
| Daerah
Penyusunan E;iuﬁ-ﬂﬂﬂ 3 gfu'r 3
- 20 | D | Dokumen Rkt Tanjung na
8l M [ Paerencanaan | Dokwme | Rpl51.754.700 Transf | Dokumea Rp137¥.281.110
1 | 1 | Perangkat Perangkat ; Redab it 5
Daerah Daarah Limum
| Koordinasi
i dan
| Penyusunan | Jumlah
2o | o | LowoEn | Laporan ; : o
: | Capaian aian anjung
&l 01 | 1 6 | Kinerja dan Kinarja dan an:ﬂa Rp151.754.700 Radat Tr::sl' de:ml! Rp137.281.110
| lehitisr Realisas: i
| Realisasi SKPD
| Kinerja
| SKPD




| Jumiah
| Evaluasi Drakurmen 4 | gﬂ d
20 0 | Kinerja Evaluasi Tanjung |
Bl o4 | o1 1 7 | Parangkat Kinaria Duh:mal Rp151 754.700 Radab Tr:rrnflt:lmr:ma Rpi197 281,110
Daerah Peranghkat _
I 0 ; I.ilrru.u-nn'ti
P A DAL/ |
2.0 | Keuangan Administrasi Rp Tanjung | Trans
6| 01 | D4 2 P ket ' Keuangan 100% 10.948.158.020 Redek for 1004% Rp14.220.008,T26
Dasrah Dwul ".'hm“ Lirmu
m
Paryadiaan .ll..mlah_ DALY
gl o1 | g1 | 20| O | Gaidan e 12 | ppio503474.28 | TANlung s ME Rp13 654 122 654
2 | 1 | Tunjangan | 58 dan Bulan ALY | padeb Bulan R '
ASN Tunjangan 0 B
ASH B imium
Jumlah
20 | D ::::mmzl mm 12 Tanjung Daml: 12
G| 01 | D1 2 | 2 | Petg i ﬁxm Bulan Rp201.240.000 Redsb Tr:uf Bulan Rp261 612000
Tugas ASN dan Angka Limum
Kredit
Palaksanaan
20 |0 ii“"“mm #:“nﬁ 12 Tanjung E:"ﬁ 12
6l 01 | 01 2 a ,Fﬁaﬁjunﬁu’u Satirlsaranl Bulan Rp241.747.740 Redab Tr:'mr Bl Rp314 272062
Kauangan Keuangsn Limum
| SKPD
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Administ P I DALl |
20 i - Administrasi Rp Tonlin T““m"_
| n Perangkat = Perangkat x il
] m
Pangadaan B i i -
Fakaian DLl
. Dinas Jumlah Dana
& 01 | 01 |5 | 3 | Besena Pakaian Dinas | 60 Stel 1&29?& e T;{"é‘:bﬂ Transf | 80 Stell Rp237, 848 000
Atribust Harian { POH ) . ar
f Kelengkapan Urnum
ya
Pendidikan hamiah Tanjung
dan ”'"‘"“E o o KF;?uan, g:.ur
20 | o |BeEhAN | Ganpelathan | 32 Rp wiiugioll Wil l -
&l 01 | & 5 | g Pﬂgm i g 350 285 500 an Timuwr, | Transf proshecs RpS07 371.540
Berdasarkan Hmmmn Pusdikial | er
tugas dan i Har Was Urmium
Furygsi . BPKP, dil
o fungsi ki |
Administras | | Coentase Dana
sl 0 |0 |20  Hmayn pissonuull [ Tanjung | Trans | yone | Rpd.618.619.272
B ' Perangkat ; Rp3.552.784.055 Redsb  fer
| Daerah Perangka Umu
I Dasrah o
| Penyediaan
K.orm porsan DAL
a0 | o nstalasi Jumlah Jenis T Diana
6 01 | 01 | 7| | | Listrik/Pener | Peralatan 10 Jenis |  Rp9 727.380 HE“'”I "'“I Transf | 10 Jenis Rp12 645 594
| @ngan Ligirik ar
| Bangunan Uimmum
| Kantor
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| Jumlah

Penyediaan | oo DALY
m | ot |20 don | Kena dan 20 Jenis Tanjung: | rooet | 20Jaris | Rpt 656 200.000
& Perlengkapa | Ferlengkapan Rp1.274.000000 | Redab o .
m Eantor | W Yang Umum
| disediakan
Penyediaan | Jumlah e
20 Peralatan | Peralatan : Rp Tanjung | D08
o1 | D1 5 Rurah ' Rumah B Janis 5 770 050 Redeb Tr:m 8 Jenis Rp7 501.085
Tangga  Tangga b emrian
, : DALY
20 w | Jis bahy Aakan R Tani Dana
o1 | 0 | % ; ' dan Minum 36 Kali P SNUND | Tranet | 36 Kali RpB3, 330,000
& Logestik | RapaiTams 64.100.000 Redeb st
Kantor imian
Penyediaan DALY =
Barang - Jumiah Dana
o1 | o EE“ Cetakan dan | Dokumen Glonis | o P | TEWNG | Transt | 6 Jenis Rp25 267 613
Penggandaa | Yary Dicatak et i er
n Umum
Peryedaan oAU
an
Jumlah 510 1] Dana 800
Lot | o1 |20 Bacaandan | g anYang | Eksemp Rp Tanung | yoonst | Eksemp Rpl2.675 000
& Peraturan 5 750 000 Redeb o
Perundang- | Desediakan . i
Limium
undangan
Penyelangga | Ju.mm DALY
20 Kooedi : LuarDalam R T Dana
; irasi p anjung
01 | o1 |G e | Deerah diin 178hun | 20 0on 0op Frgilak Tr:uf 1 Tahun Rp455 000.000
Konsultas | Komsultasi U
SKPD | SKPD
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Prasentase
| Eengudaan, | Pengacaa oau
| pe Barang Milik Dana
2.0 - Daerah Rp Tanjung | Trans
LR L Penuniang | penunjang T00% | £10.000.000 | Redeb | fer | 100% | Rpl.133.000.000
Urusamn Urmiu
Pemerintah Pameriritah m
Dasrah Daersh
Pengadaan
Kendaraan Jumlah DALY
Perorangan | Kendaraan j Dana
o1 | of Ef' f;' Dinasatu | DinasiOperasi | 1Unit | e n?:gum T:"’”I "0 | Transt | 1 Unit Rp845 000.000
Kendaraan onal Roda 4 ar
Dinas {empat) Umum
ongadaan | Jumiah DA
bor | o |20 0] D uinasm:p:mm 4 Unit Rp Transt | 4 Unit Rp338 000,000
7 | 2 | Operasional anal Roda 2 260.000.000 ot )
atau
| lapangan {dua) Umum
Penyediaan Daw
Jasa Dana
2.0 Penunjang Rp Tanjung | Trans
o1 | D B Dranaa 100% 825,710,300 Redeb for 100% Rp1.073.423.380
- Pemerintah Urriu
| an Daorah o m
CraLdf
: Jumiah Surat-
Panyaediasn . Dana
20 |0 Menyurat vang 240 Rp Tanjung 240
01 | 01 |7 | g |JssaSuat | gormaterai | lembar | 5.200.000 Redab | |2 | jembar FpR 260000
yu dan Jasa Kirim Lan
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Penyediaan
Jasa Jumish Jasa | B
20 Komunikasi, | Komunikasi 12 Rp Tanjung | 12
BRSO Sumber Sumber Daya | Bulsn | 357115200 | Redeb | =¥ | Budan Rpd64.248.760
Daya Air dan | Air dan Listrik Ukincsein
Listrik |
Penyediaan | Jumlah | DALY
Jasa Tenaga | Dana
2.0 ; Rp Tanjung
- A I 1 | Pelayanan AdministrasiT | 9 crang Transf | S orang Rpbl2 413630
g U Ve 463 385,100 Redeb e
Karntor Parkantoran Umum B
Presontase
 Pemolnarad | pemelinaraan DA/
EIIIIH:.IJW h Barang Milik Dana
2.0 | Daerah Rp Tanjung | Trans
6 01 | o1 9 { mh"" Penunjang 100% 704,804,100 Radat for 100% Rp318.245.330
B intah Urusan Umu
| unn Dimaral Pemerintahan m
Daerah
| B
| J==a
| Pemaebharaa | Jumlah
n, Biaya Kendaraan DALY
Pemalinaraa | Dinas Yang Bane
2.0 n, Pejak, dan | Diservice, Rp Tanjung
&l 01 | 01 o Badeiran Ganti Sk 34 Lt 04,236,750 Redet Tr::u.f 34 Unit RpT85.507.775
Kendarasn Cadang, KIR Ly
Dinas dan Mendapat
Cpearasional | BBM
alau
Lapangan
Pamealiharaa | Jumiah E:ﬂ
2.0 n Peralatan | Pemeliharaan ; Rp Tanjung z
o L [ L danMesin | Persigtandan | "% | 71.370.000 Redab Trgr“f & Jenis Hpaa 761.000
Lainnya Measin Lainnya Unum ';
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| |
Jumilkah
| fume Pemalitaragn/ DALY
3% | Rehabiltasi . Taiy Dana
2.0 i p anjung
Bl o1 | 0% |7y acndi ?;ﬁ 2 1 Kal O s 50 Hiadieb Tr:mf 1 Kall Rp25.342 385
Eljﬂmun Bangunan Lirmum
e Lannya
Pemeliharaa
n/Rehabilitas
i Barana dan | Jumlah Luas xnu; '
2.0 | Prasarana Bangunan 1438 R Tanjung 1438
e b e Gedung Kantor yang Mz 9 703.200 Redeb | 0% | M2 Rpi2014.160
Kantor atau | dipelhara | s
Bangunan |
Lainnya -
PROGRAM | Presentase DAL/
LEN | Pemeriksaan Dana
0 Pg‘ﬁmu e BO% Tanjung | Trans | g RpT.942.396.038
L B G Temuan yang Rp6.109.535.412 Redeb far ' |
PENGAWA | itindaklanjut U
= DAL | 1
Penyelengg Penyslenggar | Dana
O o1 | 02 |20 armsh aan B0% Tanjing | Trans | goe Rp5.543.147.074
(-] 1 Pengawasa | o Rp4.263.950.288 Redeb fer ' '
i Internal PG L
intermal s
Jumiah DALy
Pengawassn
Pangawasan Dana
0| 2.0 Kinana o 4 Tanjung 4
5| o1 | 02 1 Bl e gmnmh L sh RpS09, 866 460 Redeb Tr:pd L Rp1 182.856.393
| Hisaran Dasrah Umurm
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1 1 [ I:Iﬂllr
ol o1 |02 | * | Laporan Laporan Reviu Transf Rp422 500.000
: 1 |3 | Kinerja Kinaris Leporen | 325000000 Redeb o Laporar
| I . Limum
i DALY
| | Reviu Jumlsh Dana
. 20 0| 4 Rp Tanjung 4
8| 01 | D2 | | Laporan Laporan Raviu Transf Rpd.22 500,000
. | 1 4 | Keuangan Keuangan Lapaoran 325000000 Redsb . Laporan
Limum
Jumlah DALY
26| 01| Peusionn | Pagmien | .. 4 Rp Tanjung | D3M@ | 4
! &3 Mgawasan anjung
are 1% 55 1 s | 'besa Desa/Kampun | Laporan | 1403982828 | Redeb | "' | Laporan | P 029190678
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BAB IV
PENUTUP

Rencana Kena Inspektorat Kabupaten Berau selain menjadi pedoman
pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana
peningkatan kinerja karena melalul Renja ini dapat dilihat target dari program kegiatan
tahun yang direncanakan dan pencapaian kinera tahun sebelumnya, sehingga
memberikan umpan balik yang sangat diperiukan dalam pengambilan keputusan dan
penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajamen dan seluruh
staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih bak dimasa
datang

Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan setiap unsur
aparatur dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai dengan program
dan kegiatan yang diusulkan guna mencapal hasil (outcome) yang optimal dan
dampak yang maksimal sebagal perwujudan usaha seluruh jajaran Inspektorat
Kabupaten Berau dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten
Berau serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui
Rencana Kena Pembangunan Daearah (RKFD) Pemenntah Kabupaten Berau

Tanjung R . 21 Februari 2022
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